








sosial politik, atau organisasi Iainnya, Jembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

8. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber 
Jain, 

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanje. Daerah. 
pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

10. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang 
menerima pembayaran pajak penerangan jalan terutang. 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,,yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalarn bagian 
tahun pajak sesuai dengan · ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah. 

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 

15. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak 
atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan 
pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan sertamenjual barang yang telah 
disita. 

16. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan 
Jampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
penulisan dan penghitungannya. 

17. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mcmbuat terang 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta 
menernukan tersangkanya. 

18. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang 
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dengan 8 jam, 2 shif sama dengan 16 jam, dan 3 
shif sama dengan 24 jam. 

Rp/Kwh Harga satuan listrik per Kwh. 
(5) Jumlah pemakaian tenaga listrik dari pemakaian yang tercatat 

dalam alat uk:ur penggunaan tenaga listrik yang harus disediakan 
dan dipasang oleh wajib pajak. 

(6) Penentuan titik pemasangan alat ukur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) disepakati antara Pemerintah Daerah dengan wajib pajak 
yang dituangkan dalam berita acara. 

(7) Dalam hal wajib pajak belum memasang alat ukur, penentuan 
penggunaan tenaga listrik dihitung secara jabatan (official 
assesment). 

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 
4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Perangkat Daerah pemungut pajak dalam hal ini BPKD menerbitkan 
bentuk SPTPD sebagai media wajib pajak dalam melaporkan, 
menghitung, dan membayar sendiri pajak terutang. 

(2) Setiap wajib pajak, wajib menghitung, mernperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Kepala 
Badan dengan menggunakan SPTPD. 

(3) Setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada Kepala 
Badan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, .pajak 
terutang kurang atau tidak dibayar, dan SPTPD tidak disampaikan 
kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah 
ditegur secara tertulis, Kepala Badan atau Pejabat yang .ditunjuk 
menerbitkan SKPDKB. 

(5) Dalam hal ditemukan data !Jaru dan/atau yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 
terutang, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan 
SKPDKBT. 

(6) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka 
diterbitkan SKPDLB. 

(7) SKPDKB, SKPDKBT, ditandatangani oleh Kepala Badan atau pejabat 
yang ditunjuk. 

(8) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD, apabila: 
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan 
b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau 

denda. 
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keringanan, dan/ a tau 
peraturan perundang- 

pengurangan, 
berdasarkan 

d. kebijakan pemberian 
pembebasan pajak 
undangan. 

(3) Permohonan wajib pajak, diajukan secara tertulis paling lambat 6 
(enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, 

(4) Dalam surat permohonan wajib pajak, harus dilampirkan dokumen: 
a. identitas penduduk/KTP pemohon; 
b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan; 
c. bukti pelunasan pajak SSPD yang divalidasi; dan 
d. uraian perhitungan pajak menurut wajib pajak. 

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga 
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

• 

• 

Pasal 11 

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), 
Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan 
penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan 
pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak 
daerah oleh wajib pajak. 

(2) Kepala Sadan atau pejabat yang ditunjuk poling lama 12 (dua bela s] 
bulan sejak diterimanya permohorian pcngernbalian kelebihan 
pembayaran pajak harus memberiakn kcput usan. 

(3) Dalam ha! wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk rnelunasi utang 
pajak dimaksud. 

(4) l'engembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka 
waktu paling lam bat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD. 

(5) Dalam ha! pengembalian kelebihan pernbayaran paja.k dilakukan 
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD, 
Kepala Sadan atau pejabat mernberikan imbalan bunga sebesar 2% 
setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pernbayaran pajak. 

16 

d. kebijakan pemberian 
pembebasan pajak 

pengurangan, keringanan, dan/ a tau 
berdasarkan peraturan perundang- 

• 

• 

undangan. 
(3) Permohonan wajib pajak, diajukan secara tertulis paling lambat 6 

(enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, 
(4) Dalam surat permohonan wajib pajak, harus dilampirkan dokumen: 

a. identitas penduduk/KTP pemohon; 
b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan; 
c. bukti pelunasan pajak SSPD yang divalidasi; dan 
d. uraian perhitungan pajak menurut wajib pajak. 

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga 
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Atas permohonan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 15 ayat (l), 
Kepala Sadan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan 
penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan 
pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak 
daerah oleh wajib pajak. 

(2) Kepala Sadan atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak diterirnanya permohonan pcngernbalian kelebihan 
pembayaran pajak harus memberiakn kcput usan. 

(3) Dalam ha! wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi utang 
pajak dimaksud. 

(4) l'engembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka 
waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD. 

(5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD, 
Kepala Sadan atau pejabat rnernberikan imbalan bunga sebesar 2% 
setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pernbayaran pajak. 

16 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu 
Timur. 

Diundangkan di Malili 
pada tanggal 5 Oktober 2018 

SEKRET/1RIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

--- 

2018 

BAHRI SIJLI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR: 24 
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Piel.Sal II 
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LAMPI RAN 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 
NOMOR 24 TAHUN 2018 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 30 
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN 
DAE RAH TENT ANG 
PENERANGAN JALAN 

PAJAK 

HARGA SATUAN LISTRIK DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

NO GbLONGAN 
BATAS DAYA HARGA SATUAN 
TERPASANG LISTRIK (Rp/KWH) 

1. Bisnis Diatas 200 KVA ke atus 1.020 

2. Industri 1-2 Diatas 14 KVA s.d.200 972 ' 
KVA i 

I 

I 
3. Industri 3 Diatas 200 KVA 1.115 

I 4. Industri 4 30.000 KVA ke alas 1.191 

l 
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